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ABSTRACT 
To give priority or free expense medication of basic health service in Puskesmas to Banyuwangi society and to depress 
of health reference service at hospital and also blaze the way manage care system in Banyuwangi Regency, Government 
of Banyuwangi regency release JPKMB policy that is free expense of basic health service in puskesmas and puskesmas's 
network. This research was aimed to studying customer satisfaction in service, accessibility and equity of Puskesmas as 
health service provider of JPKMB. This was a descriptive research done from June to August 2007 conducted by interview 
to Puskesmas customers as participant of JPKMB in Puskesmas Purwoharjo of Banyuwangi regency. The research sample 
was taken by simple random sampling technique. Base on confidence level at 95%, anticipate population proportion at 
0,5, absolute precision required at 0,01 , and maximum population at 25.000, minimum sample that must be taken counted 
96 respondent, in this research taken respondent counted 112 respondent. The conclusion was indicated that patient 
sattsfaction level in Puskesmas Purwoharjo very high in the case of perceived service. The satisfaction level of puskesmas 
accessibility and equity was high enough, exceeding satisfaction level which is expected in JPKMB equal to 70%. With 
high level satisfaction of JPKMB participant expected by the make-up of JPKMB package benefit become contmualton 
health service up to plenary health service. 
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PENDAHULUAN 
Diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 22 
dan No. 25/1999 tentang Pemerintahan Daerah 
membuat wacana baru tentang otonomi daerah 
menjadi kenyataan . Kebijakan ya ng kemudian 
disempumakan dengan UU No. 32/2004 tersebut pada 
akhirnya membawa perubahan kepada semua bidang 
pembangunan tidak terkecuali bidang kesehatan. 
Menurut Mardiasmo (2002) perubahan pada 
bidang kesehatan secara garis besar terdiri dari dua 
hal, yaitu; 1) perubahan dalam sistem dan proses 
organisasional , 2) Keadilan , efisiensi dan kualitas 
pelayanan. 
Perubahan dala m sistem dan proses 
organisasional terdiri dari pembangunan kebijakan 
kesehatan, kebutuhan penghitungan dan informasi, 
perencanaan dan alokasi sumber daya, pembiayaan 
dan manajemen keuangan, perencanaan dan 
manajemen sumber daya manusia, koordinasi 
antarsektoral dan partisipasi masyarakat. 
• Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 
Realitas te rsebut menunjukkan besarnya 
perubahan mendasar di bidang kesehatan yang 
terjadi dalam era desentralisasi, hampir semuanya 
tergantung pada daerah. Oleh karena itu, diperlukan 
kemampuan din as kesehatan agar dapat menetapkan 
prioritas program kesehatan , serta memiliki 
kemampuan advokasi kepada pemerintah daerah 
dan lembaga legislatif dalam upaya mendapatkan 
political commitment peningkatan alokasi anggaran. 
Diperlukan juga kemampuan tenaga kesehatan untuk 
melakukan perencanaan program dan anggaran, 
implementasi , dan evaluasi program (Bud iarto, 
2003). 
Memahami permasalahan tersebut, Pemenntah 
Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan 
pembiayaan kesehatan berupa Jaminan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Bany uwangi (JPKMB ) 
yaitu bebas biaya pelayanan kesehatan dasar di 
puskesmas dan jaringannya. Maksudnya adalah 
mengalihkan beban biaya yang selama ini ditanggung 
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